SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN

Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara  Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

10.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8);

11.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

12.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90);

13.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);

14.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);



Menetapkan

(1)

(@)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya;
9. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surabaya.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada
kecamatan merupakan urusan otonomi daerah yang dilaksanakan
oleh Dinas/Badan.

Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

€. pengawasan,;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan.



(3) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan
kepada kecamatan yang bersifat aspek perizinan diatur dalam
Peraturan Walikota tersendiri.

(3) Pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan
disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sebagian urusan otonomi
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang
dilimpahkan kepada kecamatan.

(2) Bagian  Pemerintahan dan  Otonomi  Daerah  bertugas
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan
sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan
sesuai dengan bidang urusan masing-masing, setiap 3 (tiga) bulan
sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua
ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan
Walikota Surabaya kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juni 2009

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat |
NIP. 19720831 199703 1 004
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